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ABSTRAK 

 

Tujuan dan manfaat Penelitian dalam Penghentian Penyidikan dalam perkaran Tindak 

Pidana Perpajakan melalui Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di 

Indonesia. Keadilan restoratif merupakan bentuk hukuman pidana yang berangkat dari 

prinsip ultimum remedium, yakni sebagai langkah terakhir mengutamakan sanksi 

administratif dibandingkan sanksi Pidana. Sehingga Korban disini adalah Negara yang 

dirugikan mendapatkan hak nya berupa pelunasan perpajakan dari Wajib Pajak. Karena 

itu, beberapa aspek kajian yang lebih diprioritaskan ialah pengidentifikasian tindak 

pidana perpajakan yang mampu diselesaikan tanpa digugat atau non-litigasi dan peran 

Direktorat Jenderal Pajak beserta Penyidik Negeri Sipil Pajak dalam hal pengusulan 

penghentian penyidikan sebelum diketahui perkara selanjutnya di pengadilan. Untuk 

menghasilkan tulisan ini, saya menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang 

saya dapatkan, kita dapat memahami bahwa Penghentian Penyidikan Terhadap Wajib 

Pajak dilakukan ketika kerugian negara telah pulih semua dan perkara pokok belum 

diperkara dan tidak ditemui satu tindak pidana lain yang terkait seperti korupsi atau 

TPPU pun. Dengan mengedepankan penerapan restorative justice untuk percepatan 

penyelesaian perkara yang lebih efisien dan efektif serta langkah tegas pemerintah 

dalam meningkatkan pengawasan pajak dan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

perpajakan. Dan diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan pajak secara 

benar, lengkap dan jelas. Sehingga kerugian negara segera dipulihkan. 

 

 

 

 

 



 

xxiii 
 

 

ABSTRACT 

 

This research is intended for analyzing the concepts and mechanisms of closing an 

investigation in a tax crime by using the restorative justice in Indonesia. It depends on 

the ultimum remedium principle, based on which criminal sanctions are used as last 

resort when administrative elements fail. The findings concentrate on the classes of tax 

criminality for which resolution without trial is available, and reflect on the part played 

by the DGT and the Civil Service Investigator in suggesting discontinuance of 

investigation in the run-up to prosecution. The study applies a normative juridical 

method using statutory and conceptual approach. The repercussions of such 

investigation can be ended if those losses are completely recovered the taxpayer is 

availing of a full remission of the home loan, the accused has not been brought before 

the court and the crime is not associated with other offences, eg., corruption or money 

laundering. The implementation of restorative justice in the tax criminal law 

contributes to efficient case resolution and resource optimization which are essential to 

recover state loss and to facilitate taxpayer’s long-term compliance. 
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